FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENERIMAAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BOYOLALI by WIGATI, SRI
1FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENERIMAAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BOYOLALI
Tugas Akhir 
Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan 
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan 
Oleh :
SRI WIGATI
NIM. F3407067
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010
2MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
- Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian kecemerlangan 
hidup yang diidamkan. Dan berhati-hatilah, karena beberapa 
kesenanganadalah cara gembira menuju kegagalan. (Mario Teguh)
- Lebih baik dibenci apa yang anda miliki daripada disukai atas sesuatu 
yang tidak anda punyai. (Oka saktio wibowo)
Dengan sepenuh hati penulis persembahkan 
Tugas Akhir ini kepada:
-  Allah SWT
  -  Bapak dan Ibu tercinta 
-  My Beloved 
-  My future, segala impianku yang tak bertepi
-  Almamater
3KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat 
serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua dan penulis sehingga dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
TINGKAT PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI 
KABUPATEN BOYOLALI ini dapat diselesaikan dengan baik.
Penulisan Tugas Akhir ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh 
gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma 3  Akuntansi Perpajakan pada 
fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan bisa berhasil dengan baik tanpa 
adanya bantuan dan kerja sama dari banyak pihak. Untuk itu penulis 
mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya.
2. Bapak Dr. Bambang Sutopo, M. Com., Ak, selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Sri Suranto, SE, MSi., Ak, selaku Ketua Program Diploma III 
Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Agus Widodo, SE., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas 
Akhir yang telah memberikan nasehat dan pengarahan dalam penyusunan 
Tugas Akhir ini sampai selesai.
5. Seluruh dosen pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas 
Sebelas Maret yang selama ini telah ilmu dan membantu penulis.
46. Bapak Drs. Sugiyanto M.Si selaku ketua DPPKAD Kabupaten Boyolali 
yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
melakukan magang kerja dan penelitian.
7. Staff DPPKAD yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 
penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
8. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala doa, perhatian, dukungan 
moril dan materiil yang telah diberikan selama ini sehingga penulis 
berhasil menyelesaikan studi Diploma III ini dengan lancar .
9. Teman-teman yang telah membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir 
ini.
10. Semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan satu 
persatu.
Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan tugas 
akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
demi perbaikan tugas akhir ini. Akhirnya penulis berharap tugas akhir ini 
dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
Surakarta, 20 Juli 2010
Penulis
5DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .................................................................................i
ABSTRAKSI............................................................................................. ii
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................... iii
HALAMAN PENGESAHAN.................................................................... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.............................................................. v
KATA PENGANTAR ............................................................................... vi
DAFTAR ISI ............................................................................................. viii
DAFTAR TABEL ..................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR................................................................................. xi
DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................. xii
BAB I PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah ........................................................... 1
B.  Rumusan Masalah..................................................................... 4
C.  Tujuan Penelitian ...................................................................... 5
D.  Manfaat Penelitian.................................................................... 6
E.  Metode Penelitian ..................................................................... 6
F.  Teknik Pembahasan................................................................... 9
G.  Sistematika Penulisan ............................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perpajakan .............................................................. 11
B. Pajak Bumi Pembangunan ........................................................ 14
C. Pemungutan Menurut Undang-Undang..................................... 18
6BAB III PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali ......... 24
B. Laporan Magang ...................................................................... 27
C. Pembahasan.............................................................................. 29
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................. 44
B. Rekomendasi ............................................................................ 45
7DAFTAR TABEL
TABEL        Halaman
I.1   Target, realisasi dan tunggakanPajak Bumi dan Bangunan 
Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2009 .................................................... 4
III.1 Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan .................................. 36
III.2 Tingkat Keefektifan Pajak Bumi dan Bangunan ................................. 42
8DAFTAR GAMBAR
GAMBAR    Halaman
II.1 Prosedur, Pendaftaran, Penagihan dan Sanksi Administrasi ................. 22
II.2 Mekanisme Pembayaran dan Penagihan Hasil 
Pajak Bumi dan Bangunan........................................................................ 23
III.1 Prosedur Pendataan dan Pendaftaran di Kabupaten Boyolali .............. 40
III.2 Prosedur Penerimaan Pembayaran, Pelaporan dan 
Penagihan di Kabupaten Boyolali ........................................................... 41
9DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
1. Surat Pernyataan Penulisan Tugas Akhir
2. Surat Keterangan Magang dari DPPKAD
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5. Bagan Susunan Organisasi DPPKAD
6. Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
10
ABSTRAK
FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF PROPERTY 
PARTICULARLY LAND AND BUILDING TAX REVENUE IN 
BOYOLALI DISTRICT
SRI WIGATI
F3407067
Tax is one source of government revenue to promote development.in order to 
increase tax revenue sector, particularly land and building tax is either in the 
government, the authors conducted a study on factors that may affect the level of 
property tax revenue in Boyolali distric.
Observations carried out in accordance with the situation in the region 
DPPKAD boyolali. Author of the research method used is the technique of data 
analysis, observation, documentation, and bibliography.collection system that is 
used is in conformity with the law even though there are things that are not in 
accordance with the provisions of the Law No.12 year 1985 had been converted 
into law no 12 of 1994.
Recommendations for the author to be more active DPPKAD provide 
extension / dissemination to the taxpayer to meet his tax.and always monitor the 
accuracy of the data owned KPP Pratama and DPPKAD.
Key Word: Factor, Method, DPPKAD
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Indonesia yang 
mempunyai tujuan akhir, yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil 
dan makmur baik secara materiil dan spiritual perlu dilakukan pembangunan 
secara terus menerus dan berkesinambungan.
Pembangunan suatu daerah merupakan bagian dari pembangunan 
nasional. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) 
dan potensi untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Selama ini berlaku anggapan bahwa keberadaan suatu Negara ditopang oleh tiga 
pilar utama yakni adanya penduduk, wilayah teritorial yang jelas dan adanya 
pemerintahan yang mendapat pengakuan internasional. Namun masih ada pilar 
yang tidak kalah penting, yaitu topangan sistem perpajakan yang berjalan 
dengan baik, adil dan bersih.
Saat ini pajak bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. 
Pajak juga ditempatkan sebagai satu kewajiban dalam bernegara, yaitu 
merupakan saran untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas 
bernegara yang ditangani oleh pemerintah. 
Faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah 
Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan yang memadai, baik dari 
pemerintah pusat, dana perimbanngan maupun dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
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Berdasarkan Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, dijelaskan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan 
daerah dan pembiayaan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu yang bersumber dari:
a) Pajak Daerah;
b) Retribusi Daerah;
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d) Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan terdiri atas:
a) Dana Bagi Hasil;
b) Dana Alokasi umum; dan
c) Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan terdiri atas:
a) Pendapatan Hibah; dan
b) Pendapatan Dana Darurat.
Sedangkan sumber Pembiayaan terdiri atas:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
2. Penerimaan Pinjaman Daerah;
3. Dana Cadangan Daerah; dan
4. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Dari berbagai sumber pendapatan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan 
merupakan salah satu komponen Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak.
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 
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12 Tahun 1985 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994.
Menurut Undang-Undanng Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 
terdapat perimbangan keuangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara 
lain dari Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 
90% untuk Pemerintah Daerah. Kemudian dibagi menjadi 16,2% untuk daerah 
provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah 
Provinsi, 64,8% untuk daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dan 
disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota, dan 9% untuk 
biaya pemungutan.
Sedangkan 10% untuk pemerintah pusat dari penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang 
didasarkan atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 
berjalan dengan imbangan 65% dibagikan merata kepada seluruh daerah seluruh 
kabupaten dan kota dan 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah 
kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui 
rencana penerimaan sektor tertentu.
Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar Dana Bagi Hasil dari penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan dapat dibagikan merata kepada seluruh daerah 
provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah. Kenyataannya selama lima tahun 
terakhir ini, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 8 milyar lebih. 
Meski Wajib Pajak dan Obyek Pajak semakin Tahun semakin bertambah. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel I.1
REALISASI PENYELESAIAN TUNGGAKAN PBB
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2005-2009 DALAM RUPIAH
Tahun Baku Realisasi Tunggakan
2005 9.729.005.719 8.046.398.561 1.682.607.158
2006 9.890.481.387 8.272.121.128 1.618.380.259
2007 11.423.377.033 9.721.325.850 1.702.048.183
2008 11.862.069.688 10.567.064.658 1.295.015.000
2009 13.615.898.073 11.910.100.447 1.705.795.626
Jumlah 8.003.826.228
Sumber : DPPKAD Kab Boyolali
Dari uraian di atas penulis tertarik dengan faktor yang mempengauhi 
besar kecilnya Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Boyolali, dan pada 
kesempatan ini penulis mengangkat masalah tersebut sebagai Tugas Akhir 
dengan judul “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN 
BOYOLALI”.
B. RUMUSAN MASALAH
Dengan memahami arti penting dari pelaksanaan penelitian dengan 
tema “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENERIMAAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BOYOLALI”, maka 
penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah: 
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“faktor apa saja yang dapat memepengaruhi tingkat penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan di kabupaten Boyolali dan apakah sistem pemungutan yang 
digunakan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ?”.
C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kabupaten Boyolali dan mengetahui sistem pemungutan yang digunakan di 
Kabupaten Boyolali sudah sesuai  dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 
1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1994.
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D. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut dapat 
bermanfaat bagi:
1. DPPKAD, sumbangan pemikiran dan diharapkan dapat sebagai bahan 
pertimbangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar sesuai dengan 
target yang telah ditetapkan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.
2. Pembaca atau pihak lain, dapat menambah pengetahuan pembaca dan 
sebagai bahan masukan tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 
Boyolali serta menambah pembendaharaan kepustakaan Fakultas 
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Penulis, dapat menambah pengetahuan dan infomasi dari penelitian yang 
dilakukan dan menerapkannya dibidang perpajakan yang telah didapat 
diperkuliahan ke dalam keadaan yang sesungguhnya. Khususnya dibidang 
Pajak Bumi dan Bangunan yang dikaitkan dengan otonomi daerah.
E. METODE PENELITIAN
1. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis data yang diperoleh, digunakan 2 analisis 
sebagai berikut (Syarifah, 2007).
a. Analisis Kualitatif
Adalah suatu proses analisis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk 
angka/  hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Pajak Bumi dan 
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Bangunan dan kebijakan yang digunakan DPPKAD Kabupaten 
Boyolali.
b. Analisis Kuantitatif
Adalah suatu proses analisis data yang mengunakan angka/rumus. Hal 
ini digunakan untuk mengetahui penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan yang diterima oleh DPPKAD Kabupaten Boyolali.
Rumus rasio perbandingan = x
PenerimaanTarget 
PenerimaanRealisasi
100%
Rumus untuk menghitung pembagian pajak yang diterima Pusat dan Daerah:
 Untuk Pusat : Jumlah total penerimaan PBB x 10%
 Untuk Dati I : Jumlah total penerimaan PBB x 16,2%
 Untuk Dati II : Jumlah total penerimaan PBB x 64,8%
 Biaya pemungutan : Jumlah total penerimaan PBB x 9%
2. Metode Penelitian
Pada dasarnya suatu penelitian adalah mencari dan mendapatkan 
data, yang kemudian dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan. Supaya 
proses tersebut dapat berjalan dengan lancer serta hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian 
(Syarifah, 2007).
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Metode penelitian terdiri dari :
a. Jenis dan Sumber Data
1) Jenis Data
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:
a) Data Primer
Adalah suatu data yang diperoleh langsung dari subjeknya.
Dalam hal ini mengenai target realisasi penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangunan.
b) Data Sekunder
Adalah suatu data yang diperoleh dengan mempelajari 
buku-buku, literatur, makalah-makalah, majalah, surat 
kabar, Undang-Undang Perpajakan, Surat Keputusan, serta 
buku-buku terkait. Data ini bersifat melangkapi data primer 
dan digunakan sebagai landasan teori untuk memecahkan 
masalah.
b. Teknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan penulis:
a) Penelitian Lapangan
(1) Metode Observasi
Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian 
langsung terhadap objek yang diteliti.
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(2) Metode Dokumentasi
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 
data, laporan/tulisan dari DPPKAD Kabupaten Boyolali.
b) Penelitian Kepustakaan
Merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari 
buku/referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
F. TEKNIK PEMBAHASAN
Pembahasan yang digunakan oleh penulis adalah pembahasan 
deskriptif, yaitu penulis menggambarkan/mendeskripsikan secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti.
G. SISTEMATIKA PENULISAN
I. PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian serta metode penelitian dan teknik pembahasan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Berisi tentang cuplikan-cuplikan bahan pustaka yang bersangkutan 
dengan teori dan prinsip-prnsip yang relevan dengan masalah yang 
dibahas.
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III. PEMBAHASAN
Berisi tentang gambaran umum perusahaan, laporan magang dan 
mengungkapkan temuan atas masalah yang terjadi.
IV. PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan dan saran/rekomendasi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. PENGERTIAN PERPAJAKAN
Beberapa ahli perpajakan mencoba mengartikan pajak yang berbeda-
beda namun dari definisi yang disebutkan mempunyai arti dan tujuan yang 
sama.
a. Prof. Dr. Rochmat soemitro, S.H.
Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra 
prestasi), yang langsung dapat ditujukan dan hasilnya digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum.
b. Prof. Dr. P.J.A. Andriani.
Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 
terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan 
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan 
dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan.
c. Sommerfelt Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R.
pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 
pemerintah, bukan akibat pelanggaran hokum namun wajib 
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dulu tanpa 
mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah 
dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.
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1. Pengelompokan Pajak
Pengelompokan pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua yaitu:
a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat 
dilimpahkan kepada orang lain.
Pengelompokan pajak berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dapat dibagi 
menjadi dua, yaitu:
a. Pajak pusat
Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
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b. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
2. Pengertian Sistem
Secara umum pengertian sistem adalah sekelompok unsur yang erat 
hubungannya satu dengan yang lain yang berfungsi bersama-sama untuk 
mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2001:12).
Di Indonesia terdapat 4 macam system pemungutan pajak (Wirawan 
B. Ilyas dan Ricard Burton :2004:19) sebagai berikut.
a. Official Assessment system
Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 
yang memeberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk 
menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) 
oleh seseorang.
b. Semi Self Assessment system
Semi self assessment system adalah suatu sistem pemungutan 
pajak yang memberi wewenang pada pemungut pajak (fiskus) dan Wajib 
Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
c. Self Assessment system
Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 
yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 
terutang.
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d. Withholding system
Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memeberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut 
besarnya pajak yang terutang.
B. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan 
dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu 
bumi/tanah dan/atau bangunan.
b. Dasar hukum Pajak bumi dan Bangunan
1) UU No. 12 tahun 1994 tentang penetapan atas UU No. 12 tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2) PP No. 25 tahun 2002 tentang penetapan Nilai Jual Kena Pajak 
untuk perhitungan PBB.
3) KMK No. 201/KMK.04/2002 tentang penyesuaian besarnya 
NJOPTKP sebagai dasar perhitungan PBB.
4) KMK No. 552/KMK.04/2002 tentang perubahan KMK No. 
82/KMK.04/2002 tentang Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
c. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang 
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau 
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas bangunan.
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Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau 
bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada 
dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan laut 
pedalaman serta laut wlayah Republik Indonesia. Bangunan adalah 
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah 
dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Termasuk dalam 
pengertian bangunan adalah:
1) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, 
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2) Jalan tol;
3) Kolam renang;
4) Pagar mewah;
5) Tempat olah raga;
6) Galangan kapal dan dermaga;
7) Taman mewah;
8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.
Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 
adalah objek pajak yang:
1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 
bidang ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan 
nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan;
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2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 
sejenis dengan itu;
3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 
Negara yang belum dibebani suatu hak;
4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan 
perlakuan timbal balik;
5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional 
yang ditentukan oleh menteri keuangan.
d. Dasar pengenaan dan cara menghitung pajak
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual 
Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang 
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana 
tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan 
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 
perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. NJOP ditetapkan 
setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas 
nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat 
Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar  
perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan 
minimal 20% dan maksimal 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 
Penetapan besarnya presentase  untuk menentukan besarnya NJKP 
(Mardiasmo, 2009), yaitu:
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1) Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk:
a) Objek Pajak Perkebunan;
b) Objek Pajak Kehutanan;
c) Objek Pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan 
NJOP atas Pajak Bumi dan Bangunan sama atau lebih besar 
dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk:
a) Objek Pajak Pertambangan;
b) Objek Pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas 
objek pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
PBB = TARIF PAJAK x NJKP
= 0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)]
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota dengan 
besar setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 
tiap Wajib Pajak (WP). Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai 
beberapa Objek Pajak maka yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu 
Objek Pajak yang nilainya paling tinggi, sedang Objek Pajak lain tetap 
dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.
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e. Tahun pajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak terhutang
Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwin. Saat yang 
menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak 
pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak yang terutang:
1. Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta;
2. Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
atau Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi letak Objek 
Pajak.
Tempat pajak yang terutang untuk Batam, di wilayah Propinsi 
Riau.
C. PEMUNGUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1994.
a. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak 
(SKP)
Dalam rangka pendataa, subjek pajak wajib mendaftarkan objek 
pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan 
dikembalikan kepada Direktorat Jendral Pajak. Suarat Pemberitahuan 
Objek Pajak harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu 
serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak 
yang yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-
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lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang diterbitkan atas dasar Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak, untuk membantu Wajib Pajak Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang dapat diterbitkan berdasarkan data Objek 
Pajak yang telah ada pada Direktorat Jendral Pajak. Direktur Jendral 
Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai 
berikut:
1) Apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak disampaikan dan 
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana 
ditentukan dalam Surat Teguran. Jumlah pajak yang terutang dalam 
Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda 
administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata 
jumlah pajak yang terutang (seharusnya)  lebih besar dari jumlah 
pajak yang dihitung brdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
yang disampaikan oleh wajib pajak. Jumlah pajak yang terutang 
dalam Surat Ketetapan Pajak adalah selisih pajak yang terutang 
berdasarkan hasil pemerikasaan atau keterangan lain dengan pajak 
yang terutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek 
Pajak ditambah denda administrasi 25% dari selisih pajak yang 
terhutang.
30
b. Tata cara pembayaran dan penagihan
Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak 
tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh Wajib 
Pajak.  Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak harus 
dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya 
Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak.
Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran 
tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 
2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai 
hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan.
Denda administrasi tersebut ditambah dengan utang pajak yang 
belum atau kurang bayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang 
harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.
Apabila dalam 7 (tujuh) hari hutang pajak tersebut belum 
dibayar, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan Surat Teguran. 
Direktur Jendral Pajak akan mengeluarkan Surat Paksa apabila dalam 21 
(dua puluh satu) hari wajib pajak belum melunasi pajak terutang dari 
saat surat teguran diterbitkan.
Surat perintah melakuakn penyitaan akan diterbitkan dua kali 24 
jam dihitung dari Surat Paksa diterbitkan. Surat Permintaan jadwal dan 
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waktu pelelangan ke KLN (Kantor Lelang Negara) diterbitkan paling 
cepat 10 hari dari surat perintah melakukan penyitaan.
Pajak yang terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan giro, 
dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
c. Pembagian hasil penerimaan pajak
Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan 
penerimaan Negara dan disetor sepenuhnya ke kas Negara, tetapi 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dibagi antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah yaitu dengan imbangan sebagai berikut:
1) Sebesar 90% untuk Pemerintah Daerah kemudian dibagi menjadi 
16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke 
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah 
kabupaten/ kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas 
Umum Kabupaten/ Kota, 9% untuk biaya pemungutan yang 
dibagikan kepada Direktorat Jendral Pajak dan Daerah.
2) Sebasar 10% untuk Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh 
daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran berjalan guna 
memantapkan penerimaan daerah dengan imbangan sebesar 65% 
dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota dan 35% 
dibagikan secara intensif kepada daerah kabupaten dan kota yang 
\realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana 
penerimaan sektor tertentu.
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30 hari Tidak
            Ya +denda 25% 
dari Pokok Pajak
1 bln Segera    21 hr
Stlh 7 hr
+ bunga 2% sebulan
(maks 24 bln)
Paling
cepat 
10 hr
GAMBAR II.1
Prosedur pendaftaran, penagihan, dan sanksi administrasi
DikembalikanSPOP SKP
SKPSPPT Ternyata SPOP tidak 
benar (ketetapan kurang)
6 Bulan
Jatuh Tempo 1 Bulan
STP Jatuh 
Tempo
Teguran STP
2 X 24 Jam
Surat Perintah 
melakukan 
penyitaan
Permintaan jadwal, 
waktu dan tempat 
pelelangan
KLN
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Pem. Pusat B. Pemungutan Prov. Kab./Kota
GAMBAR II.2
Mekanisme Pembayaran dan Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
Tempat 
Pembayaran
Pembayaran
Wajib Pajak
Pembayaran
Petugas 
pemungut
Pelimpahan Bank Persepsi 
atau Kantor Pos
Pelimpahan
Bank/ 
Operasional III
Pembagian
9%10% 16,2% 64,8%
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BAB III
PEMBAHASAN
A. GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN, 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI
a. Sejarah
Pada awalnya Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali, belum merupakan seksi 
dari bagian perekonomian Pemerintah Daerah Boyolali. Mengingat tugas 
tersebut maka dari salah satu seksi diubah menjadi dinas penghasilan. 
Berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Boyolali 7 
Maret 1974 No. Hukum B.3/III/1974, yaitu dengan nama Dinas Pendapatan 
Daerah tingkat II Boyolali.
Selanjutnya pada tahun 1979 sesuai dengan Keputusan Menteri 
dalam Negeri No. KUPP7/12/41/-101 tertanggal 6 Juni 1978 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Daerah Tingkat II 
Boyolali dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 1979 tanggal 18 September 
1979 diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Boyolali. 
Wewenang pemerintah daerah dalam rangka mengelola pendapatan daerah, 
oleh pemerintah pusat ditetapkan undang-undang yang mengatur pengadaan 
pendapatan daerah dengan terbentuknya:
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a. Undang-undang No. 11/drt/1957 tentang Pajak Daerah,
b. Undang-undang No. 12/drt/1957 tentang Pajak Daerah,
c. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.
Dengan perkembangan tersebut maka pemerintah daerah mendorong 
perlu adanya pemisahan seksi atau sub bagian pendapatan daerah di dalam 
perekonomian pemerintah daerah menjadi suatu dinas yang berdiri sendiri di 
Daerah Tingkat II Boyolali dinamakan Dinas Pendapatan Daerah.
Seiring berjalannya waktu dan perkembangan daerah, Peraturan 
Daerah No. 7 tahun 1979 tidak sesuai lagi. Pemberlakuan sistem dan 
prosedur Mapatda (Manual Pendapatan Daerah) yaitu sistem baru di bidang 
perpajakan, retribusi daerah, pendapatan lain-lain serta pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Boyolali. Kemudian dibentuklah 
Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Boyolali. Cabang ini dipimpin 
oleh kepala cabang dan dibantu oleh urusan tata usaha dan beberapa sub 
seksi dan pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah no. 9 tahun 1991 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. 
Setelah itu pada tahun 2001 seiring dengan diberlakukannya otonomi 
daerah, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah no. 2 tahun 2001 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas kabupaten 
Boyolali. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah harus 
disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan 
prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang 
diserahkan tersebut.
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Pada tanggal 31 Januari 2008 Pemerintah Kabupaten Boyolali 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 3 tahun 2008 tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali. Dimana pada SOTK sebelumnya 
pengelolaan pendapatan dikelola pada satu dinas (DIPENDA) dan pada 
SOTK baru (DPPKAD) pengelolaan pendapatan dikelola pada bidang 
pendapatan DPPKAD.
b. Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai 
struktur organisasi sebagai berikut:
1. Kepala
2. Sekretariat
Terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pelaporan
3. Bidang Pendapatan
Terdiri dari:
a. Seksi Pendapatan Asli Daerah
b. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah
c. Seksi Pengendalian Operasional Pendapatan
4. Bidang Anggaran
Terdiri dari:
a. Seksi Penyusunan APBD
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b. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah
c. Seksi Evaluasi Administrasi APBD
5. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
Terdiri dari:
a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
b. Seksi Perbendaharaan
c. Seksi Pengelolaan Kas Daerah
6. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah
Terdiri dari:
a. Seksi Pengelolaan Aset Daerah
b. Seksi Pendataan Aset Daerah
c. Seksi Utang Piutang dan investasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis.
B. LAPORAN MAGANG
Kegiatan magang yang dilakukan di Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di mulai pada tanggal 8 Februari 
2010 sampai 27 Maret 2010. Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah mahasiswa ditempatkan sesuai dengan bidang yang 
ditempuh di bangku perkuliahan. Mahasiswa Akuntansi Perpajakan di 
tempatkan pada bagian pendapatan. Karena di bagian pendapatan mahasiswa 
dihadapkan langsung sesuai dengan bidangnya yaitu perpajakan. Bagian 
pendapatan dibagi menjadi tiga seksi, yaitu Seksi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah, dan 
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Seksi Dana Operasional dan Pendapatan (POP). Dari ketiga seksi tersebut 
mahasiswa ditempatkan  di Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Seksi 
dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah.
Di bagian Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah 
mengurusi tantang PBB, BPHTB, dan Dana Bagi Hasil. Mahasiswa diajak 
terjun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi yang dilakukan 
pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk 
pembayaran PBB dan tunggakan-tunggakan dari tiap kecamatan dan desa-
desa yang ada di Boyolali. Tidak selalu mahasiswa di ikut sertakan dalam 
penyisiran ke kecamatan-kecamatan di Boyolali. Mahasiswa juga diminta 
untuk membuat paket yang terdiri dari KDHKP, STTS, DPH, SSP untuk 
setiap kecamatan di Boyolali yang banyaknya sesuai dengan desa yang ada 
di kecamatan tersebut. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk membuat 
rekapan dari RTGS yang datang dari Bank yang telah ditunjuk.
Setelah di Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah 
maka mahasiswa ditukar tempat dengan mahasiswa lain yang juga 
melakukan keguatan magang di Instansi yang sama. Di Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) mahasiswa diminta mengadministrasi SKPD Pajak Hotel, 
Reklame, Hiburan, Restoran dan Warung makan, Parkir. Pada bagian ini 
mahasiswa tidak sepenuhnya diberi pekerjaan. Mahasiswa dimintai bantuan-
bantuan yang bisa mempermudah dan mempercepat kerja para karyawan 
yang ada di bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain 
mengadministrasikan SKPD, mahasiswa juga diminta untuk mengarsipkan 
surat-surat perjanjian penggunaan aset daerah di Boyolali dan juga 
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mengarsipkan PPJU ke dalam setiap wilayah. Membuat surat antar untuk 
SKPD yang telah dibuat.
C. PEMBAHASAN
1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali
a. Fungsi yang terkait
1) Seksi pendaftaran dan pendataan
Bagian ini bertanggung jawab mendistribusikan dan 
menerima Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dalam 
rangka pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak. Berdasarkan 
atas Surat Pemberitahuan Objek Pajak kemudian dapat 
ditetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan pajak.
2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan
Bagian ini bertanggung jawab untuk menerima dan 
mencatat semua laporan penerimaan yang telah dibayar lunas 
oleh wajib pajak atas pajak yang terutang sesuai dengan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak.
3) Seksi Penagihan
Bertanggung jawab untuk menerbitkan surat 
perintah/surat teguran/surat paksa kepada wajib pajak yang 
belum membayar tunggakan pajak dan menyampaikannya 
kepada wajib pajak.
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4) Seksi penerimaan pembayaran
Seksi penerimaan pembayaran ini bertanggung jawab 
atas semua penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Dokumen atau formulir yang digunakan
1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
Yaitu formulir yang diisi oleh wajib pajak secara jelas, 
benar, dan lengkap untuk memberitahukan objek pajak yang 
dikenakan Pajak Bumi dan Banguan dan digunakan untuk 
menetapkan besarnya pajak terutang dalam Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang.
2) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Yaitu surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral 
Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang yang harus 
dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak kepada wajib pajak.
3) Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Yaitu surat ketetapan yang dikeluarkan apabila dalam 
waktu 30 hari wajib pajak tidak mengembalikan Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak dan apabila dalam proses 
pemeriksaan jumlah pajak yang terutang dalam Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak.
4) Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
Yaitu bukti pembayaran yang diserahkan kepada wajib 
pajak yang telah membayar pajaknya.
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5) Formulir Penagihan
a) Surat Tagihan Pajak, yaitu surat yang digunakan untuk 
menagih pajak Bumi dan Bangunan.
b) Surat Teguran, yaitu surat pertama kepada wajib pajak karena 
terlambat membayar pajak.
c) Surat Paksa, yaitu surat kedua yang diberikan kepada wajib 
pajak karena telah mengabaikan surat teguran.
d) Surat Perintah melakukan penyitaan, yaitu surat terakhir 
berisi perintah untuk melakukan penyitaan.
6) Daftar Penerimaan Harian (DPH) yaitu dokumen yang digunakan 
oleh petugas pemungut untuk menyetorkan hasil penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan ke tempat pembayaran.
c. Prosedur Pendataan dan Pendaftaran
Dalam rangka pendataan, wajib pajak dating ke kantor 
pelayanan Pajak Pratama untuk pendaftaran objek Pajak Bumi dan 
Bangunan. Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan oleh subjek 
pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak secara jelas, benar, dan lengkap serta 
ditandatangani dan dikembalikan ke Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk 
pengambilan dan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
yang dilampiri oleh bukti-bukti pendukung seperti:
a) Sket/denah objek KTP;
b) Fotocopy KTP;
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c) Fotocopy sertifikat tanah;
d) Fotocopy akta jual;
e) Atau bukti pendukung lainnya.
Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak disediakan dan dapat 
diambil gratis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau tempat lain 
yang ditunjuk atau melalui teknologi internet dengan cara mencetak 
langsung dari www.pajak.go.id. Pendataan dilakukan menggunakan 
formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan dilakukan sekurang-
kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan. 
Pendataan dapat dilakukan dengan cara:
a) Penyampaian dan pemantauan pengembalian Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak
Hal ini hanya dapat dilakukan pada daerah/wilayah 
yang tidak/belum mempunyai potensi Pajak Bumi dan Bangunan 
yang relatif kecil.
b) Identifikasi objek pajak
Pendataan ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah 
yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat 
menentukan posisi relatif Objek Pajak tetapi tidak mempunyai 
data administrasi Pajak Bumi dan Bangunan tiga tahun terakhir 
secara lengkap.
c) Verifikasi objek pajak
Dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah 
mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi 
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relatif Objek Pajak dan mempunyai data administrasi Pajak Bumi 
dan Bangunan tiga tahun terakhir secara lengkap.
d) Pengukuran bidang objek pajak
Dapat dilakukan pada daerah/wilayah yang hanya 
mempunyai sket peta desa/kelurahan dan atau peta garis/ peta 
foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi 
relatif objek pajak.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah sarana bagi 
wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang akan dipakai 
sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan yang 
terutang. Wajib pajak akan menyampaikan kembali Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak yang telah diisi ke Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 
formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak diterima.
Bila wajib pajak tidak mengembalikan Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak tepat pada waktunya dan setelah 
ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana yang 
ditentukan dalam surat teguran, maka akan diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi 
sebesar 25% dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.
Bila dalam pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
setelah diteliti atau diperiksa ternyata terdapat kesalahan atau 
tidak benar (lebih besar), maka akan diterbitakan Surat Ketetapan 
Pajak yang dihitung dari selisih pajak yang terutang berdasarkan 
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hasil pemeriksaan/keterangan lain dengan pajak yang terutang 
yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang 
terutang.
Apabila pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo 
pembayaran tidak membayar/ kurang bayar, maka akan 
dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung 
dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
Berdasar atas Surat Pemberitahuan Objek Pajak, maka 
Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah 
surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk 
memberitahukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar 
dalam 1 (satu) tahun pajak.
d. Prosedur Pembayaran, Pelaporan dan Penagihan
Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 
sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh 
wajib pajak. Alur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan:
a) Wajib pajak melakukan pembayaran ke tempat pembayaran 
(bank persepsi), dari bank persepsi dilimpahkan ke bank 
operasional III untuk dilaksanakan pembagian;
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b) Wajib pajak melakukan pembayaran kepada petugas pemungut, 
kemudian melakukan penyetoran ke bank persepsi, kemudian 
dari bank persepsi dilimpahkan kepada bank operasional III 
pembagian.
Tata cara penyetoran oleh petugas pemungut:
a) Dalam waktu satu kali 24 jam, petugas pemungut harus 
menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
dari wajib pajak ke tempat pembayaran dengan menggunakan 
daftar penerimaan harian (DPH) rangkap empat, toleransi 
diberikan terkait dengan jarak dari desa ke tempat 
pembayaran, yaitu penyetoran dapat dilakukan dalam jangka 
waktu tiga kali 24 jam.
b) Setelah daftar penerimaan harian diregistrasi oleh tempat 
pembayaran, dikembalikan kepada petugas pemungut untuk 
selanjutnya:
(1) Lembar 1 untuk petugas pemungut;
(2) Lembar 2 untuk desa/kelurahan;
(3) Lembar 3 untuk kecamatan;
(4) Lembar 4 untuk DPPKAD.
Berdasarkan Daftar Penerimaan Harian dan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang. Kemudian seksi pelaporan membuat 
Rekapitulasi Laporan Bulanan Penerimaan kemudian mengarsip 
dokumen tersebut.
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Bila terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak 
terutangnya, maka melalui petugas pemungut dari DPPKAD atau 
petugas pemungut dari kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 
untuk melakukan penagihan dengan mendatangi wajib pajak secara 
langsung (melalui sistem door to door) dan melakukan negosiasi.
e. Prosedur pembagian hasil penerimaan pajak 
Tabel III.1
JUMLAH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2005 sampai dengan 2009
Tahun Penerimaan
2005 8.046.398.561
2006 8.272.121.128
2007 9.721.328.850
2008 10.567.064.658
2009 11.910.100.447
Jumlah 48.517.013.644
Sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali
Dalam hal pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, 
pemerintah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan sesuai ketentuan 
berlaku. Dari jumlah penerimaan tahun 2005 sampai dengan 2009 
dapat dihitung pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagai berikut.
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Tahun 2005
Untuk Pusat : Jumlah total penerimaan PBB X 10%
: Rp 8.046.398.561,00 X 10%
: Rp 804.639.856,1
Untuk Dati I : Jumlah total penerimaan PBB X 16,2%
: Rp 8.046.398.561,00 X 16,2%
: Rp 1.303.516.567,88
Untuk Dati II : Jumlah total penerimaan PBB X 64,8%
: Rp 8.046.398.561,00 X 64,8%
: Rp 5.214.066.267,53
Biaya Pemungutan : Jumlah total penerimaan PBB X 9%
: Rp 8.046.398.561,00 X 9%
: Rp 724.175.870,5
Tahun 2006
Untuk Pusat : Jumlah total penerimaan PBB X 10%
: Rp 8.272.121.128 ,00 X 10%
: Rp 827.212.112,8
Untuk Dati I : Jumlah total penerimaan PBB X 16,2%
: Rp 8.272.121.128,00 X 16,2%
: Rp 1.340.083.622,73
Untuk Dati II : Jumlah total penerimaan PBB X 64,8%
: Rp 8.272.121.128,00 X 64,8%
: Rp 5.360.334.490,94
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Biaya Pemungutan : Jumlah total penerimaan PBB X 9%
: Rp 8.272.121.128,00 X 9%
: Rp 744.490.901,52
Tahun 2007
Untuk Pusat : Jumlah total penerimaan PBB X 10%
: Rp 9.721.328.850,00 X 10%
: Rp 972.132.885
Untuk Dati I : Jumlah total penerimaan PBB X 16,2%
: Rp 9.721.328.850,00 X 16,2%
: Rp 1.574.855.273,7
Untuk Dati II : Jumlah total penerimaan PBB X 64,8%
: Rp 9.721.328.850,00 X 64,8%
: Rp 6.299.421.094,8
Biaya Pemungutan : Jumlah total penerimaan PBB X 9%
: Rp 9.721.328.850,00 X 9%
: Rp 874.919.596,5
Tahun 2008
Untuk Pusat : Jumlah total penerimaan PBB X 10%
: Rp 10.567.064.658,00 X 10%
: Rp 1.056.706.465,8
Untuk Dati I :Jumlah total penerimaan PBB X 16,2%
: Rp 10.567.064.658,00 X 16,2%
: Rp 1.711.864.474,59
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Untuk Dati II : Jumlah total penerimaan PBB X 64,8%
: Rp 10.567.064.658,00 X 64,8%
: Rp 6.847.457.898,38
Biaya Pemungutan : Jumlah total penerimaan PBB X 9%
: Rp 10.567.064.658,00 X 9%
: Rp 951.035.819,22
Tahun 2009
Untuk Pusat : Jumlah total penerimaan PBB X 10%
: Rp 11.910.100.447,00 X 10%
: Rp 1.191.010.044,7
Untuk Dati I : Jumlah total penerimaan PBB X 16,2%
: Rp 11.910.100.447,00 X 16,2%
: Rp 1.929.436.272,41
Untuk Dati II : Jumlah total penerimaan PBB X 64,8%
: Rp 11.910.100.447,00 X 64,8%
: Rp 7.717.745.089,65
Biaya Pemungutan: Jumlah total penerimaan PBB X 9%
: Rp 11.910.100.447,00 X 9%
: Rp 1.071.909.040,23
Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari 
jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagikan kepada 
Daerah tingkat II, yaitu sebesar 64,8%. Kemudian jumlah tersebut 
akan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
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Seksi Pendataan dan Pendaftaran
Ke WP
GAMBAR III.1
Prosedur Pendataan dan Pendaftaran di Kab. Boyolali
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2
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Seksi Penerimaan Pembayaran, Pelaporan dan Seksi Penagihan
Dari petugas pemungut
Ke WP
GAMBAR III.2
Prosedur Penerimaan Pembayaran, Pelaporan dan Penagihan di Kab. Boyolali
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N
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2. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerimaan Dilihat Dari 
Keefektifan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Efektifitas digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara 
realisasi penerimaan dengan target penerimaan dikalikan 100%. 
Realisasi penerimaan adalah angka yang didapat setelah diadakan 
pemungutan pajak terhadap wajib pajak.
TABEL III.2
TINGKAT KEEFEKTIFAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Tahun Target Realisasi Efektif
2005 9.729.005.719 8.046.398.561 82,71%
2006 9.890.481.387 8.272.121.128 83,63%
2007 11.423.377.033 9.721.328.850 85,10%
2008 11.862.069.688 10.567.064.658 89,08%
2009 13.615.898.073 11.910.100.447 87,47%
Sumber: DPPKAD Kab. Boyolali
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas Pajak 
Bumi dan Bangunan sejak awal pemungutan 2005 sampai 2009 
belum efektif dikarenakan tingkat efektifitas kurang dari 100%. 
Dari hal tersebut dapat diketahui faktor yang mempengaruhi 
tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut.
a) Kurang sadarnya wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan.
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b) Rendahnya sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan 
pemahaman tugas bagi petugas pemungut dalam melakukan 
penagihan.
c) Adanya kesalahan pada oknum yang bertugas menyetorkan 
Pajak Bumi dan Bangunan untuk kepentingan pribadi.
d) Kurangnya sarana transportasi terutama untuk menunjang 
pelaksanaan pendataan, penagihan dan memonitoring objek 
pajak.
Jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1985 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1994 menyebutkan bahwa wajib pajak yang 
terlambat atau tidak membayar pajaknya akan diberikan Surat 
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan dikenakan sanksi 
administrasi. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah 
Kabupaten Boyolali cukup melakukan penyisiran ke daerah dan 
melakukan negoisasi bagi wajib pajak yang terlambat atau 
tidak membayar pajaknya. Hal tersebut dapat mengakibatkan 
penerimaan Pajak Bumi dan Banguan kurang maksimal. 
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BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 
Boyolali sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Namun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan belum efektif karena belum 
dapat mencapai atau melebihi target yang ditetapkan sehingga tingkat 
penerimaan kurang maksimal.
Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 
Boyolali juga terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan ketentuan yang 
ada pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Salah satunya adalah dalam 
pelaksanaan pemungutan yang kurang sesuai yaitu pelaksanaan penagihan 
Pajak Bumi dan Bangunan.
Walau penerimaan Pajak Bumi dan Banguan belum efektif, tetapi 
pemerintah Kabupaten Boyolali terus berusaha mengoptimalkan penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kerjasama 
antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan instansi terkait seperti 
DPPKAD serta masyarakat Kabupaten Boyolali.
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B. REKOMENDASI
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis 
dapat memberikan saran atau rekomendasi yang mungkin berguna bagi 
pihak-pihak yang terkait sebagai berikut.
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan DPPKAD lebih aktif lagi dalam 
memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada wajib pajak, agar wajib 
pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak terpaksa 
sehingga peningkatan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dapat 
ditekan.
2. Data-data yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan data-data 
dari DPPKAD harus selalu dipantau keakuratannya, sehingga tidak 
terjadi kesalahan-kesalahan data yang akan menghambat pelaksanaan 
penagihan.
3. Bagi pegawai terutama petugas Pemungut Pajak dari DPPKAD diberi 
kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan teknis 
fungsional dan struktural serta adanya pembinaan langsung dari 
pimpinan guna meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai.
4. Memberikan tindakan tegas bagi perangkat/petugas pemungutan yang 
terbukti melakukan penyimpangan terhadap uang hasil pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Dari masing-masing desa dimintai laporan bulanan atas hasil 
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Ini bertujuan memantau sejak
awal tunggakan yang terjadi di Kabupaten Boyolali sehingga tunggakan 
tiap minggu dapat secara pasti diketahui.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan 
yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, 
termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan 
kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-undang perpajakan 
yang sekarang berlaku;
b. bahwa dalam usaha untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian 
sebagai tersebut di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan 
pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan sebagaimana 
diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan seiring dengan itu 
dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan 
bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus 
berkembang, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang memadai 
terhadap berbagai Undang-undang perpajakan yang telah ada;
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c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah 
beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3312);
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN                      
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya 
menjadi berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 3
(1) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
objek pajak yang :
a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang 
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 
dengan itu;
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c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 
negara yang belum dibebani suatu hak;
d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik.
e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan.
(2) Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan 
pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.
(3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 
8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan."
2. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 seluruhnya menjadi berbunyi 
sebagai berikut
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"Pasal 23
Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, 
berlaku ketentuan dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturan perundang-undangan 
lainnya".
Pasal II
Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di 
bidang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru 
berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal III
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Undang-undang 
Pajak Bumi dan Bangunan".
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Pasal IV
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 62
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PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UMUM
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap 
orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan 
kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta 
masyarakat dalam membiayai pembangunan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, 
ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak 
ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 
merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas 
bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan 
dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.
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Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu 
sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan 
prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem 
administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajiban pembayaran pajak. Setelah hampir satu dasawarsa berlakunya Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1985, dengan makin meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat dan meningkatnya jumlah Objek Pajak serta untuk menyelaraskan 
pengenaan pajak dengan amanat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, 
dirasakan sudah masanya untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1985.
Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah 
dan tujuan penyempurnaan Undang-undang ini adalah sebagai berikut :
a. Menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam 
pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan 
pajak.
b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan 
kemampuannya.
Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, maka dalam 
penyempurnaan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1985 perlu diatur kembali 
ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang dituangkan dalam 
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Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dengan pokok-pokok antara 
lain sebagai berikut :
a. Untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan 
mengenai besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap 
Wajib Pajak;
b. Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.
PASAL DEMI PASAL 
Pasal I
Angka 1
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh 
keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk 
melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk 
mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang 
bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan 
kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan 
wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Contoh :
-  pesantren atau sejenis dengan itu.
-  madrasah.
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-  tanah wakaf.
-  rumah sakit umum.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek 
pajak yang dimiliki/dikuasai/ digunakan oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah. Pajak 
Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar 
penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain 
dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah..
Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai 
penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan. Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan 
dan/atau badan yang digunakan oleh negara, kewajiban 
perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.
Ayat (3)
Untuk setiap Wajib Pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, 
yang diberikan Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu Objek Pajak yang 
nilainya terbesar, sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan 
secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena 
Pajak.
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Contoh :
1. Seorang Wajib Pajak hanya mempunyai Objek Pajak berupa 
bumi dengan nilai sebagai berikut :
- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 3.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 8.000.000,00
Karena Nilai Jual Objek Pajak berada dibawah Nilai Jual Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan 
Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa bumi 
dan bangunan masing-masing di Desa A dan di Desa B dengan 
nilai sebagai berikut :
a. Desa A.
-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi =  Rp 8.000.000,00
-  Nilai Jual Objek Pajak Bangunan =  Rp 5.000.000,00
Nilai jual Objek Pajak Untuk Penghitungan Pajak :
- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 8.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp 5.000.000,00 (+)
-Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Rp 13.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena PajakRp 8.000.000,00(-)
-Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak Rp 5.000.000,00
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b. Desa B.
-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp 5.000.000,00
-  Nilai Jual Objek Pajak Bangunan = Rp 3.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak :
-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 5.000.000,00
-  Nilai Jual Objek Pajak  Bangunan Rp 3.000.000,00 (+)
-  Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Rp 8.000.000,00
-  Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 0,00 (-)
-  Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak Rp 8.000,000,00
Untuk Objek Pajak di Desa B, tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), karena Nilai Jual 
Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak yang 
berada di Desa A.
3. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua objek Pajak berupa bumi 
dan bangunan pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut :
a. Objek I.
-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp 4.000.000,00
-  Nilai Jual Objek Pajak Bangunan = Rp 2.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak :
-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 4.000.000,00
- Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp 2.000.000,00 (+)
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-  Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Rp 6.000.000,00
-  Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 8.000.000,00
Karena Nilai Jual Objek Pajak berada dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak 
Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan.
b. Objek II.
-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi =  Rp 4.000.000,00
-  Nilai Jual Objek Pajak Bangunan =  Rp 1.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak :
-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 4.000.000,00
-  Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp 1.000.000,00 (+)
-  Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Rp 5.000.000,00
-  Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 0,00 (-)
-  Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak Rp 5.000.000,00
Ayat (4)
Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang 
untuk mengubah besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan 
perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga 
umum objek pajak setiap tahunnya.
Angka 2
Dengan dihapusnya Pasal 17, ketentuan banding Pajak Bumi dan Bangunan 
mengikuti ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
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Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566). 
Angka 3
Pasal 23
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah 
antara lain Undang- undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan 
Pajak Negara dengan surat Paksa.
Angka 4
Cukup jelas. 
Pasal II
Cukup jelas
Pasal III
Cukup jelas
Pasal IV
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
3569
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 
MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat 
penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional 
sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola 
dengan meningkatkan peran-serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya;
b. bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan 
sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu 
hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar 
apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau 
kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak;
c. bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar 
Haluan Negara Tahun 1983 perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan, 
sehingga dapat mewujudkan peran serta dan kegotongroyongan masyarakat 
sebagai potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional;
75
d. bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan 
dan pajak kekayaan, telah menimbulkan beban pajak berganda bagi 
masyarakat dan oleh karena itu perlu diakhiri melalui pembaharuan sistem 
perpajakan yang sederhana, mudah, adil, dan memberi kepastian hukum;
e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu disusun Undang-undang 
tentang Pajak
Bumi dan Bangunan; Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 
di Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3262);
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Dengan Persetujuan
  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN : Dengan mencabut :
1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 (Personeele Belasting Ordonantie 1908, 
Staatsblad tahun 1908 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 
Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1868) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang;
2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923 (Inlandsche Verpondings Ordonnantie 
1923, Staatsblad Tahun 1923 Nomor 425) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Algemeene Verordeningen Binnenlandsche Bestuur 
Java en Madoera (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168);
3. Ordonansi Verponding 1928 (Verpondings Ordonnantie 1928, Staatsblad 
Tahun 1928 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882);
4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Ordonantie op De Vermogens Belasting 
1932, Staatsblad Tahun 1932 Nomor 405) sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1967 (Lembaran 
Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827);
5. Ordonansi Pajak Jalan 1942 (Weggeld Ordonnantie 1942, Staatsblad Tahun 
1941 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Algemeene Verordening Oorlogsmisdrijven (Staatsblad Tahun 1946 Nomor 
47);
6. Pasal 14 huruf j, k, dan l Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang 
Peraturan Umum
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1287) yang dengan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang).
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 
tentang Pajak Hasil Bumi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1806) yang dengan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang;
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Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK BUMI DAN   
BANGUNAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :
1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya;
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan/atau perairan;
3. Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi 
jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual 
beli, Nilai Jual Obyek Paj ditentukan melalui perbandingan harga dengan 
obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak 
Pengganti;
4. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib 
pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang 
ini;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang 
kepada wajib pajak;
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BAB II OBYEK PAJAK
Pasal 2
(1) Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
(2) Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh 
Menteri Keuangan.
Pasal 3
(1) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek 
pajak yang :
a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang 
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 
dengan itu;
c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, 
tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang 
belum dibebani suatu hak;
d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik;
e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional oleh yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan.
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(2) Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan 
pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.
(3) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 
2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap satuan bangunan.
(4) Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan.
BAB III SUBYEK PAJAK
Pasal 4
(1) Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, 
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
(2) Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan 
kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.
(3) Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, 
Direktur Jenderal Pa dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.
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(4) Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat 
memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa 
ia bukan wajib pajak terhadap obyek pajak dimaksud.
(5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan 
sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka 
waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
(6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal 
Pajak mengeluarka surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-
alasannya.
(7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap 
disetujui.
BAB IV TARIF PAJAK
Pasal 5
Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima 
persepuluh persen).
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BAB V
DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Pasal 6
(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak.
(2) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah 
tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.
(3) Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan 
serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% 
(seratus persen) dari nilai jual obyek p.
(4) Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi 
ekonomi nasional.
Pasal 7
Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 
dengan Nilai Jual Kena Pajak.
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BAB VI
TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK 
TERHUTANG
Pasal 8
(1) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim.
(2) Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan obyek 
pajak pada tanggal 1 Januari.
(3) Tempat pajak yang terhutang :
a. untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b. untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau 
Kotamadya Daerah Tingkat II; yang meliputi letak obyek pajak.
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BAB VII
PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK,
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG,
DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 9
(1) Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya 
dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
(2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan 
disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi 
letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 
diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.
(3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Pasal 10
(1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan 
Pajak Terhutang.
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(2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-
hal sebagai berikut :
a. apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegor secara tertulis tidak 
disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran;
b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata 
jumlah yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung 
berdasarkan Surat Pemberitahu Obyek Pajak yang disampaikan oleh wajib 
pajak.
(3) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda 
administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
(4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang 
berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang 
terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 
ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih 
pajak yang terhutang.
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BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 11
(1) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-
lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang oleh wajib pajak.
(2) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak 
oleh wajib pajak.
(3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar 
atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) 
sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditambah dengan 
hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan 
Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak.
(5) Pajak yang terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain 
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
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(6) Tata Cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 12
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan 
Pajak merupakan dasar penagihan pajak.
Pasal 13
Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak 
dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
Pasal 14
Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II.
BAB IX KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 15
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas :
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
b. Surat Ketetapan Pajak.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
menyatakan alasan secara jelas.
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(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, 
kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Tanda penerimaan Surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat 
Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu dan atau tanda pengiriman Surat 
Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat 
Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.
(5) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, 
Direktur Jenderal Paj wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi 
dasar pengenaan pajak.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 16
(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, memberikan keputusan atas keberatan 
yang diajukan.
(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan 
tambahan atau penjelasan tertulis.
(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak 
yang terhutang.
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(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, wajib pajak yang bersangkutan 
harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan 
Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang 
diajukan tersebut dianggap diterima.
Pasal 17
(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak 
terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu 3 
(tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh wajib pajak 
dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut.
(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 
(3)Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar 
pajak.
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BAB X
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK
Pasal 18
(1) Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan pembagian 
sekurang-kurangnya 90% (Sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah 
Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang 
bersangkutan.
(2) Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
(3) Imbangan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
(1) Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang :
a. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek 
pajakdan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
b. dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang diluar 
biasa.
91
(2) Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 20
Atas permintaan wajib pajak Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan denda 
administrasi karena hal-hal tertentu.
Pasal 21
(1) Pajak yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung 
dengan obyek pajak, wajib :
a. menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan 
keadaan  obyek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak;
b. memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat 
Jenderal Pajak.
(2) Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b, berlaku pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan obyek 
pajak.
(3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terikat 
oleh kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban untuk 
merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan Undang-
undang ini.
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(4) Tata cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 22
Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 
dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 23
Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang 
ini,berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undang 
lainnya.
BAB XII KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
Barang siapa karena kealpaannya :
a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 
kepada Direktorat Jenderal Pajak;
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak 
benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar;
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sehingga menimbulkan kerugian Negara, dipidana dengan pidana kurungan 
selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali 
pajak yang terutang.
Pasal 25 
(1) Barang siapa dengan sengaja :
a.   tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 
kepada Direktorat Jenderal Pajak;
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak 
benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar;
c.   memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu 
atau dipalsukan seolah-olah benar;
d.   tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen 
lainnya;
e.   tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang 
diperlukan;
sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) 
kali pajak yang terhutang.
(2) Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan 
pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya 
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
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(3) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila 
seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 
(satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana 
penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.
Pasal 26
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak dapat 
dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak 
yang bersangkutan.
Pasal 27
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (2) 
adalah pelanggaran. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (1) adalah kejahatan.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Terhadap Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), Pajak Kekayaan (PKk), Pajak Jalan 
dan Pajak Rumah Tangga (PRT) yang terhutang untuk tahun pajak 1985 dan 
sebelumnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1990.
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Pasal 29
Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di 
bidang Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) berdasarkan Undang-undang Nomor 
11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, tetap berlaku sampai dengan 
tanggal 31 Desember 1990 sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan 
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal 30
Terhadap obyek pajak dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta 
dalam bidang penambangan lainnya, sehubungan dengan Kontrak Karya dan 
Kontrak Bagi Hasil yang masih berlaku pada saat ini berlakunya Undang-undang 
ini, tetap dikenakan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) berdasarkan ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil yang masih 
berlaku.
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BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 68
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1985
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
I. UMUM
Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan 
perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam 
membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945
Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari 
kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang 
diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak.
Sebelum berlakunya Undang-undang ini, terhadap tanah yang tunduk pada 
hukum adat telah dipungut pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Prp 
Tahun 1959 dan terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak 
berdasarkan Ordonansi Verponding Indonesia 1923, dan Ordonansi Verponding 
1928. Disamping itu terdapat pula pungutan pajak atas tanah dan bangunan yang 
didasarkan pada Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 serta lain-lain pungutan 
daerah atas tanah dan bangunan.
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Sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan 
dan kekayaan yang telah menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan 
pajak lainnya sehingga mengakibatkan beban pajak berganda bagi masyarakat.
Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan 
Negara perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan 
sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan 
kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan sehingga dapat 
mewujudkan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan 
pendapatan masyarakat.
Oleh karena itu Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908, Ordonansi 
Verponding Indonesia 1923, Ordonansi Verponding 1928, Ordonansi Pajak 
Kekayaan 1932, Ordonansi Pajak Jalan 1942, Pasal 14 huruf j, huruf k, dan huruf 
l Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak 
Daerah, Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda), dan lain-lain peraturan perundang-
undang tentang pungutan daerah sepanjang mengenai tanah dan bangunan perlu 
dicabut.
Peraturan perundang-undang lainnya terutama yang selama ini menjadi 
dasar bagi penyelenggaraan pungutan oleh Daerah, khususnya seperti pemungutan 
Pajak Kendaraan Bermotor masih berlaku.
Dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan melalui 
penyederhanaan yang meliputi macam-macam pungutan atas tanah dan/atau 
bangunan, tarif pajak dan cara pembayarannya, diharapkan kesadaran perpajakan 
dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula.
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Obyek pajak dalam Undang-undang ini adalah bumi dan/atau bangunan 
yang berada diwilayah Republik Indonesia. Dalam mencerminkan keikutsertaan 
dan kegotongroyongan masyarakat di bidang pembiayaan pembangunan, maka 
semua obyek pajak pajak dikenakan pajak
Dalam Undang-undang ini, bumi dan/atau bangunan yang dimiliki oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenakan Pajak. Penentuan pengenaan 
Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek pajak yang digunakan oleh Negara untuk 
penyelenggaraan pemerintah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan 
masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian hasil penerimaan pajak 
ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang 
masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak mereka yang 
sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan 
pembangunan.
Karena Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar akan diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat-tempat 
pembayaran yang lebih mudah dan dekat sehingga Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna 
membiayai pembangunan dimasing-masing wilayahnya. Tempat yang lebih dekat 
tersebut adalah seperti Bank, Kantor Pos dan Giro serta tempat- tempat lain yang 
ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
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Bagi wajib pajak dimungkinkan memperoleh pengurangan atas pembayaran 
pajaknya, karena sebab-sebab lain yang luar biasa, sehingga wajib pajak tidak 
mampu membayar pajaknya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah
Indonesia.
Angka 2
Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
- jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan sepert 
hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu 
kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- jalan TOL;
- kolam renang;
- pagar mewah
- tempat olah raga;
- galangan kapal, dermaga;
- taman mewah;
- tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- fasilitas lain yang memberikan manfaat;
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Angka 3
Yang dimaksud dengan :
- Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu 
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara 
membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya 
berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual 
suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian 
dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pisik 
obyek tersebut.
- Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nila jual 
suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak 
tersebut.
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
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Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan
bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman 
serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang.
Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai 
berikut :
1. letak;
2. peruntukan;
3. pemanfaatan
4. kondisi lingkungan dan lain-lain.
Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai 
berikut :
1. bahan yang digunakan;
2. rekayasa;
3. letak;
4. kondisi lingkungan dan lain-lain.
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Pasal 3
Ayat (1)
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
adalah bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum,
dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.
Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, 
pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah 
hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Nomor 5 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
Negara sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok
Kehutanan.
Contoh  : - pesantren atau sejenis dengan itu;
- madrasah;
- tanah wakaf;
- rumah sakit umum.
Yang dimaksud dengan obyek pajak dalam ayat ini adalah obyek pajak yang 
dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 
menyelenggarakan pemerintahan.
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Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar 
penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan 
untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah.
Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan 
fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai bumi 
dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan yang digunakan oleh negara, 
kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.
Ayat (3)
Obyek pajak berupa bangunan diberi batas nilai Bangunan Tidak Kena Pajak 
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap satuan bangunan.
Contoh :
1. Nilai jual bangunan......... Rp. 1.800.000,-
Batas nilai Bangunan
Tidak Kena Pajak........... Rp. 2.000.000,-
Nilai jual bangunan kena
pajak............................. Rp. N i h i L
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2. Nilai jual bangunan......... Rp. 10.000.000,-
Batas nilai jual bangunan
Tidak Kena Pajak........... Rp. 2.000 000,-
Nilai jual bangunan
kena pajak..................... Rp. 8.000.000,-
3. Nilai jual bangunan.......... Rp. 500.000.000,-
Batas nilai jual bangunan
Tidak Kena Pajak.......... Rp. 2.000.000,-
Nilai jual bangunan
kena pajak..................... Rp. 498.000.000,-
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan ini memberikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan 
subjek pajak sebagai wajib pajak, apabila objek pajak belum jelas pajaknya.
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Contoh :
1 Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi 
dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu hak 
berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian maka dalam hal 
demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau 
bangunan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak .
2 Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, 
maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek 
pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
3 Subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak obje 
pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada 
orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk 
sebagai wajib pajak.
Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak bukan 
merupakan bukti pemilikan hak.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
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Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, apabila Direktur Jenderal Pajak 
tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak 
gugur denga sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan 
penetapan sebagai wajib pajak.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pada dasarnya penetapan nilai jual obyek pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali
Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan
pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jual obyek pajak cukup besar, 
maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.
Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan
Gubernur serta memperhatikan asas self assessment.
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Ayat (3 
Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak (assessment value) adalah nilai jual ya 
dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase 
tertentu dari nilai jual sebenarnya.
Contoh :
1. Nilai Jual suatu obyek pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 Persentase Nilai 
Jual Kena Pajak misalnya 20% maka besarnya nilai jual kena pajak 20% x 
Rp. 1.000.000,00 = Rp. 200.000,00
2. Nilai jual suatu obyek pajak sebesar Rp. 1.000.000,00 Persentase Nilai 
Jual Kena Pajak misalnya 50% maka besarnya nilai jual kena pajak 50% x 
Rp. 1.000.000,00 = Rp. 500.000,00. 
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 7
Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih 
dahulu dengan batas nilai jual bangunan tidak kena pajak sebesar Rp. 
2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Contoh :
Wajib pajak A mempunyai obyek pajak berupa :
- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp. 300.000/m2;
- Bangunan seluas 400m2 dengan nilai jual Rp. 350.000/m2;
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- Taman mewah seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp. 50.000/m2;
- Pagar mewah sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan 
nilai jual Rp. 1.750.000/m2;
Persentase nilai jual kena pajak misalnya 20%.
Besarnya pajak yang terhutang adalah sebagai berikut :
1. Nilai jual tanah : 800 x Rp. 300.000,00 = Rp. 240.000.000,00
Nilai jual bangunan
a. Rumahdan garasi
400 x Rp. 350.000,00 = Rp.140.000.000,00
b. Taman Mewah
200 x Rp. 50.000,00 = Rp.  10.000.000,00
c. Pagar mewah
(120x1,5)xRp. 175.000,00 = Rp.  31.500.000,00
= Rp.181.500.000,00
Batas nilai jual bangunan
tidak kena pajak = Rp. 2.000.000,00
Nilai jual bangunan = Rp.179.500.000,00
Nilai jual tanah dan bangunan = Rp.419.500.000,00
2. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang :
a. Atas tanah = 0,5% x 20% x Rp. 240.000.000,00
Rp. 240.000,00
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b. Atas bangunan = 0,5% x 20% x Rp. 179.500.000,00
Rp. 179.500,00
Jumlah pajak yang terhutang = Rp. 419.500,00
Pasal 8
Ayat (1)
Jangka waktu 1 (satu) tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai dengan
31 Desember.
Ayat (2)
Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan obyek 
pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang 
terhutang.
Contoh :
a. Obyek pajak pada tanggal 1 Januari 1986 berupa tanah dan bangunan.
Pada tanggal 10 Januari 1986 bangunannya terbakar, maka pajak
yang terhutang tetap berdasarkan keadaan obyek pajak pada tanggal
1 Januari 1986, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar;
b. Obyek pajak pada tanggal 1 Januari 1986 berupa sebidang tanah tanpa 
bangunan di atasnya.
Pada tanggal 10 Agustus 1986 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah 
tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terhutang untuk tahun 
1986 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 1986.
Sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 1987.
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Ayat (3)
Tempat pajak yang terhutang untuk Kotamadya Batam, di wilayah propinsi 
daerah tingkat I yang bersangkutan.
Pasal 9
Ayat (1)
Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan surat Pemberitahuan 
Obyek Pajak untuk diisi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, 
Wajib Pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan obyek 
pajaknya kecuali kalau ia menerima SPOP, maka dia wajib mengisinya dan 
mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap adalah :
Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam Surat 
Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dibuat sedemikian rupa sehingga tidak 
menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak 
sendiri.
Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan 
dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada Surat 
Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat 
Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), namun untuk membantu wajib pajak, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dapat diterbitkan berdasarkan data 
obyek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak.
Ayat (2)
Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak 
untuk dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap wajib pajak 
yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
Menurut ketentuan ayat (2) huruf a, wajib pajak yang tidak menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Obyek Pajak pada waktunya, walaupun sudah ditegor 
secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan 
dalam Surat Tegoran itu, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat 
Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan ini dikenakan sanksi administrasi 
sebagaimana diatur dalam ayat (3).
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Menurut ketentuan ayat (2) huruf b, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan 
atau keterangan lain yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak ternyata jumla 
pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak dalam Surat Pemberitahua 
Pajak Terhutang yang dihitung atas dasar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 
yang disampaikan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan ini dikenakan sanksi 
administrasi sebagaimana diatur dalam ayat (3).
Ayat (3)
Ayat ini mengatur sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak 
yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a, sanksi tersebut dikenakan sebagai tambahan 
terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok 
pajak.
Surat Ketetapan Pajak ini, berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jender
Pajak memuat penetapan obyek pajak dan besarnya pajak yang terhutang
beserta denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak. Contoh :
Wajib Pajak A tidak menyampaikan SPOP.
Berdasarkan data yang ada, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan SKP yang 
berisi :
- obyek pajak dengan luas dan nilai jual.
- luas obyek pajak menurut SPOP.
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- pokok pajak = Rp. 1.000.000,00
- Sanksi administrasi
25% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 250.000,00
Jumlah pajak yang terhutang
dalam SKP = Rp. 1.250.000,00
Ayat (4)
Ayat ini mengatur sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak 
yang mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b yaitu sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak terhutang berdasarkan hasil 
pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terhutang dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dihitung berdasarkan Surat
Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.
Berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT = Rp. 1.000.000,00
Berdasarkan pemeriksaan 
yang seharusnya terhutang dalam SKP = Rp. 1.500.000,00
Selisih = Rp. 500.000,00
Denda administrasi
25% x Rp. 500.000,00 = Rp. 125.000,00
Jumlah pajak terhutang
dalam SKP = Rp. 625.000,00
Adapun jumlah pajak yang terhutang sebesar = Rp.1.000.000,00
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Jumlah tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, apabila belum 
dilunasi wajib pajak, penagihannya dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahua 
Pajak Terhutang tersebut.
Pasal 11
Ayat (1)
Contoh :
Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 1986, maka jatuh
tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 1986.
Ayat (2)
Contoh :
Apabila SKP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 1986, maka jatuh 
temp pembayarannya adalah tanggal 31 Maret 1986.
Ayat (3)
Menurut ketentuan ini pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo 
pembayaran tidak atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi 2% (dua 
persen) setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk 
jang waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan 
dihitun penuh 1 (satu) bulan.
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Contoh :
SPPT tahun pajak 1986 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 1986 
dengan pajak yang terhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 
Oleh wajib pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 1986. Maka terhadap 
wajib pajak tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) 
yakni : 2% x Rp. 100.000,00 = Rp. 2.000,00.
Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 1986 
adalah :
Pokok pajak + denda administrasi =
Rp. 100.000,00 + Rp. 2.000,00 = Rp. 102.000,00
Bila wajib pajak tersebut baru membayar hutang pajaknya pada tanggal
10 Oktober 1986, maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda
2 x 2% dari pokok pajak, yakni : 4% x Rp. 100.000,00 = Rp. 4.000,00.
Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 1986 
adalah :
Pokok pajak + denda administrasi =
Rp. 100.000,00 + Rp 4.000,00 = Rp. 104.000,00.
Ayat (4)
Menurut ketentuan ini denda administrasi dan pokok pajak seperti tersebut 
pada contoh penjelasan ayat (3) ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan 
Pajak (STP) yang harus dilunasi dalam satu bulan sejak tanggal diterimanya 
STP tersebut.
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Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Dalam hal tagihan pajak yang terhutang dibayar setelah jatuh tempo yang 
telah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini 
berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak 
Negara dengan Surat Paksa.
Pasal 14
Pelimpahan wewenang penagihan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, bukanlah 
pelimpahan urusan penagihan, tetapi hanya sebagai pemungut pajak, 
sedangkan pendataan obyek pajak dan penempatan pajak yang terhutang tetap 
menjadi wewenang Menteri Keuangan.
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Dalam hal jumlah pajak yang terhutang sebagaimana tercantum dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang tidak sesuai dengan obyek pajak dilapangan, 
maka pemungut pajak tidak dibenarkan mengubah jumlah pajak yang 
terhutang, tetapi harus melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan 
dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 15
Ayat (1)
Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat 
Ketetapan Pajak harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan 
tersendiri untuk setiap tahun pajak.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup kepada wajib 
pajak untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasan-alasannya.
Apabila ternyata batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi 
wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya ("force mayour") maka 
tenggang waktu tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang
oleh Direktur Jenderal Pajak,
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Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas 
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini mengharuskan wajib pajak membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan pajak, dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan terhadap 
ketetapan secara jabatan.
Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan
Pajak secara jabatan itu, keberatannya ditolak.
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Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib 
pajak, yaitu apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
diterimanya surat keberatan, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan 
keputusan atas keberatan yang diajukan berarti keberatan tersebut diterima.
Pasal 17
Ayat (1)
Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang kurang puas 
terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan 
untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak, dalam hal ini seperti ya 
ada sekarang yaitu Majelis Pertimbangan Pajak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Karena penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di 
Daerah Tingkat II yang bersangkutan, maka sebagian besar penerimaan pajak 
ini diberikan kepada Daerah Tingkat II.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan 
sebab-sebab tertentu lainnya, berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, 
bangunan yang ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan 
wajib pajak tertentu, lahan yang nilai jualn meningkat sebagai akibat 
perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan serta 
pemanfaatannya belum sesuai dengan peruntukan lingkungan.
Huruf b
- Yang dimaksud dengan bencana alam adalah gempa bumi, banjir, tanah 
longsor.
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- Yang dimaksud dengan sebab lain yang luar biasa adalah seperti :
- kebakaran;
- kekeringan;
- wabah penyakit tanaman;
- hama tanaman.
Ayat (2) 
Cukup jelas.
Pasal 20
Ketentuan ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk meminta 
pengurangan
denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 
ayat (3),
dan ayat (4), kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat 
mengurangkan sebagian atau seluruh dana administrasi dimaksud.
Pasal 21
Ayat (1)
- Pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan obyek pajak 
adalah : Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris Pejabat 
Pembuat Akta Tanah, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
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- Laporan tertulis tentang mutasi obyek pajak misalnya antara lain ju beli, 
hibah, warisan, harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak.
Ayat (2)
Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) misalnya antara lain :
Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Pejabat Dinas Tata Kota, Pejabat Dinas
Pengawasan Bangunan, Pejabat Agraria, Pejabat Balai Harta Peninggalan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 22
Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat dalam pasal ini 
ialah antara lain :
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan 
Notaris.
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Pasal 23
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah antara 
lain Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara 
dengan Surat Paksa.
Pasal 24
Kealpaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, 
dan kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian 
bagi negara. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak harus 
dikembalikan/disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-
lambatnya dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya Surat 
Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
Pasal 25
Ayat (1)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan 
dengan sengaja merupakan tindakan pidana kejahatan, karena itu diancam 
dengan pidana yang lebih berat.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bukan wajib pajak dalam ayat ini yaitu pejabat yang 
tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan obyek 
pajak ataupun pihak lainnya.
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Ayat (3)
Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan maka bagi 
mereka yang melakukan lagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesai menjalani sebagian atau selu 
pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidan 
lebih berat ialah 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana sebagaimana dimaks 
dalam ayat (1).
Pasal 26
Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kewajiban menyimpan 
dokumen perpajakan yang lamanya 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
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Pasal 30
Ketentuan Undang-undang ini baru berlaku terhadap obyek pajak yang 
digunakan dalam rangka Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil dalam bidang 
penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya 
yang perjanjiannya ditandatangani sejak berlakunya Undang-undang ini yaitu 
tanggal 1 Januari 1986, sedangkan untuk Kontrak Karya dan Kontrak Bagi 
Hasil yang telah ada tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 
Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut.
Pasal 31
Cukup jelas.
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Tanggal 31 Januari 2008
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
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